
BUPATI LOMBOK UTARA
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

PERATURAN BUPATI LOMBOK UTARA
NOMOR 23 TAHUN 2023

TENTANG

PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PEI.AKSANATIUV
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BEL,ANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LOMBOK UTARA,

Menimbang bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10
Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Utara Nomor 4
Tahun 2023 tentang Pertanggungiawaban Pelaksalaan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2022, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati
tentang Penjabaran Pertanggungiawaban Pelaksanaan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran2022;

Mengingat l. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor l7 Tahun 20O3 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO3
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor I Tahun 2OO4 tentang
Perbendaharaan Negara (t embaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355 );

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2O04 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (l,embaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2O04 Nomor 1O4, Tambahan
l.embaran Negara Republik Indonesia Nomor 44211 ;

5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2008 tentang
Pembentukan Kabupaten Lombok Utara di Provinsi Nusa
Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2008 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4a721 ;

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang
Pemerintahan Daerah (kmbaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tanbahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah diubah beberapa kali teral<hir dengan Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2
Tahun 2O22 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang
(lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2O23 Nomor
41, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6856);
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7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun Tahun 2O22 ter,tang
Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintah Daerah (l,embaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6757);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2OO5 tentang
Sistem Informasi Keuangan Daerah (l,embaran Negara
Repubtk Indonesia Tahun 2OO5 Nomor 138, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576)
sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor
65 Tahun 2O10 tentang Perubahan Atas Peraturan
Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem
Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 201O Nomor 110, Tambahan l,embaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5155);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang
Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 20O6 Nomor
25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4614);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 201O tentang
Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 201O Nomor 123, Tambahan
kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165 );

11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2OL7 terltang
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahtn 2Ol7
Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6O41);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2O17 tentang Hak
Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2017 Nomor 1O6, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6O57), sebagaimana diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor I Tahun 2023
tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18
Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif
Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat
(l,embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor
6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6847)

13. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 tentang
Pinjaman Daerah (t embaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2018 Nomor 248, Tambahan lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6279);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (kmbaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan l,embaran
Ncgara Republik Indonesia Nomor 6322);

15. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah (Lrmbaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2O18 Nomor 33) sebagaimana diubah
dengan Peraturan Presiden Nomor l2 Tahun 2021 tentang
Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 tahun 2018
tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2O21 Nomor 63);

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2O17
tentang Pedoman Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah
tentang Pertanggungiawaban Pelaksanaan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangal
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Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran
Pertanggungjawaban Pelaksanaaa Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2O17 Nomor 45O);

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 tahun 2O2O
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
178 r);

18. Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Utara Nomor 15
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok
Utara Tahun 2016 Nomor 15, Tambahan [embaran
Daerah Kabupaten Lombok Utara Nomor 62) sebagaimana
diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten l,ombok
Utara Nomor 21 Tahun 2O2O tentang Peruba-han Atas
Peratural Daerah Kabupaten tombok Utara Nomor 15
Tahun 2076 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah (kmbaran Daerah Kabupaten l,ombok
Utara Tahun 2020 Nomor 21, Tambahan kmbaran
Daerah Kabupaten Lombok Utara Nomor 94);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan TENTANG PENJABARAN
PELAKSANAAN ANGGARAN

BELANJA DAERAH TAHUN

Rp 38.323.448.52O,OO
Rp 72.252.644.819,00

Pasa-l 1

Laporan Realisasi Anggaran Tahun Anggaran 2022 terdiri atas:
1. pendapatan

a. pendapatan asli daerah Rp 146.436.634.595,82
l) pajak daerah Rp 56.405.483.719,00
2) retribusi daerah Rp 6.030.954.433,00
3) hasil pengelolaan kekayaan daerah

yang dipisahkan Rp 3.992.039.925,00
4) lain-lain PAD yang sah Rp 80.008.156.518,82

b. pendapatan Transfer Rp 762.6O7.531.735,00
1) pendapatan transfer Pemerintah Pusat Rp 705.946.344.420,00
2) pendapatan transfer antar daerah Rp 56.661.186.915,00

c. lain-lain pendapatan yang sah Rp 3.854.O00.OOO,0O
1) pendapatan hibah Rp 3.854.OOO.OOO,0O
2) pendapatan dana darurat Rp 0,00
3) pendapatan lainnya Rp 0,O0

jumlah pendapatan Rp 912.898.166.330,82
2. belanja

a. belanja operasi Rp 594.O39.588.542,23
1) belanja pegawai Rp 299.1L4.239.376,OO
2) belanja barang dan jasa Rp 280.713.172.441,23
3) belanja hibah Rp 13.512.A21.725,00

b. belanja modal Rp 181.792.986.325,00
1) belanja modal tanah Rp 6.a46.222.672,OO
) belanja modal peralatan dan mesin
3 belanja modal gedung dan bangunan
4 belanj a modal jalan, jaringan,

dan irigasi
5) belanja modal aset tetap lainnya

c. belanja tidak terduga

Rp 61.75O.8o2.875,oo
Rp 2.619.A67.439,oO
Rp 2.535.778.O00,oo
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d. belanja transfer
1) belanja bagi hasil
2) belanja bantuan keuangan

jumlah belaaja daerah
surplus/(defrsit)
pembiayaan
a. penerimaan
b. pengeluaran
jumlah pembiayaan netto
sisa lebih pembiayaan anggaran (SILPA)

Rp 125.980.056.215,00
Rp 4.676.632.515,00
Rp 121.3O3.423.7OO,00
Rp904.348.409.Oa2,23
Rp 8.549.757.24a,59

Rp 20.079.656.73a,49
Rp 5.375.O0O.O0o,oo
Rp 14.7O4.656.734,49
Rp 23.254.413.987,08

H. DJOHAN SJAMSU

Pasal 2

Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal I
tercantum dalam La.mpiran I yang merupakan bagran yang tidak terpisahkan dari
Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dirinci
lebih lanjut dalam Penjabaran Laporan Realisasi Anggaran dan Belanja Daerah.

Pasal 4

Penjabaran l,aporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3
tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagran yang tidak terpisahkan dari
Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap or€rng mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Perafuran Bupati
ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lombok Utara

Ditetapkan di Tanjung
pada tanggal, 8 Agustus 2023r BUPATI MBOK UTARA, Z

)
Diundangkan di Tanjung
pada tanggal, 8 Agustus 2O23

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LOMBOK UTARA,

.) ANDING DUWI CAI{YADI

t,

BERITA DAERAH KABUPATEN LOMBOK UTARA TAHUN 2023 NOMOR 23

I


